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Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BTIPA?I UITRT'XG RAT&

bahwa dalam rangka mengakui dan mengfrormati
kesatuan masyarakat hukum adat serta hak
tradisionalnya sepanjeng masih hidup dan sesuai
perkembangan masyarakat dan priusip Negara Kesatuan
Repubtrik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan
terhadap hukrm adat;

bahwa dalam melakukan perrgakuan dan perlindungan
hukum adat, Bupati membentuk Panitia

Masyarakat Hukum Adat Kabupaten;

bahwa berdassrkan ketentrran Pasal 3 ayat {3} Perahran
Meateri Dalam Negeri Nomar 52 Tahun 2Ot4 tentang
Pedoman Pengafiuan darr Perliadungan Masyarakat
Hukum Adat meigratakan struktur orgarrisasi Panitia
Masyarakat Hukum Adat l(abupaten/Kota ditetapkan
dengan Keputusan BupatilWalikota;

bahwa berdasarkAn prtimbangan sebagaimana
dimaksud dalam fruiuf *, n rof b dan huruf c, prlu

Keputusan Bupati tentang Panitia
Masyarakat Hukum Adat lfubupaten Munrng Raya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Perlindungan dan Pengelo}aan Lingftungan
Hidup{Lembara:r Negara Reprrblik Indonesia Tahr:n
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia l{omor 3886};

Undang Undang Nomor 05 Tahun 2OA2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, I(abupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi
Kalimantan Tengah {Icmbaran Hegara Republik
Indonesia Tahun 2OA2 Namor 18, ?ambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a18O);

Undang-Undang Nomor 32 ?ahun 2AOg tentang
Perlindungan dalr Pengelolaan Lingftungan Hidup
flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OAg
Nomor L4A, Tambahal Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5O591:

d.
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3.



4. Undan5Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2Ol+ Nomor 244, Tambahaa Lernbara*
Negara Reprrblik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
t€lah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang krubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Iadonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Iembaran
Negam. Republik Indoaesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun t997 tentang
Pend.aftaran Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 36961;-

6. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 52 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindu:rgan
Masyarakat Hukum Adat {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

7. Perahrran Menteri Agryria dan Tata RuanglKepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1O Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat
Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam
Kawasan Hutan Tertentu {Berita Hegara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 568h

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.34/I$ENLHISETEN.I /5/2017 tentang
Peagakuan dan trerliadungan Kearifan tokal Dalam
Pengelolaan Surnber Daya Alam dan Linglungan Hidup
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor
8o1); 

1
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9. Peratrrran Daerah Kabupaten Mumng Raya Nomor 9
Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran
Daerah Kabupaten Munrng Raya Tahun 2016 Nomor
L69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muruag
Raya. Nomor 38);

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3SIPUU-X 12A72
tentang Hutan Adat Berada di dalam Wilayah Masyarakat
hukum Adat.

Menetapkan

KESATU

HEUIIIIISKATT :

I(E} TTUSTIT BI'PATI TEITTTITG PAITITIA UASTARAI{ T
Iil'KTTM AI'AT KABI'PATTI{ TTTRT'frG RAYA.

Membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten
Muruag Raya sebagaimana tercantum pada Lampiran
Keputusan Bupati ini.
Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Murung Raya
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai
tugas sebagai berikut:
a. Melakukan ident'fikasi Masyarakat Hukum Adat;

KEDUA

t r- I r



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDEI.APAN

KESEMBII"AN

KESEPULUH

d. Metakr"rkan rapat koordinasi; dan
e. Melakukan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di

kabupaten Mr:rung Raya.

Dalam melaksanakan tugas panitia sebagaimana dimaksud
pada diktum KEDUA dibantu oleh pelaksana sekretariat
panitia masyarakat hukum adat sebagaimana tercanturn pada
Lampiran II Keputusan Bupati iai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
diktum KEDUA, Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten
Murung Raya bertangung jawab kepada Bupati.

Masyarakat Hukum Adat yang memiliki syarat-syarat
kelengkapan dapat mendaftarkan kepada Sekretaris Daerah
Kabupatea Murung Raya"

Satuan Organisasi Perangkat Daerah terkait dapat
menganggarkan pendanaan untuk melaksanakan :

a. Sosialisasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat
Hukum Adat.

b. Peaggaliaa Sejarah Komuritas dan asal usul komunitas;
Pemetaan Hak Ulayat atau wilayah Adat;
Penggalian KeaI<rifan Lplcal;
Penggalian Peratuan Adat Hukum Adat dan sangsi Adat;
Penggalian Pranata Adat;
Pen5msunan syarat-syarat Penetapan Masyarakat Hulmm
Adat; dan

h. Mengusulkan penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Masyarakat Hukum Adat melakukan pendaftaran melalui
Sekretaris Daerah Kalupaten Murung Raya atau Sekretariat
Panitia Masyarakat Hulrum Adat.

Pailitia Masyarakat Hukum Adat yang dibentuk dengan
Keputusan Bupati ini berlaku sepanjang Peraturan Daerah
Kabupaten Murung Raya^;belum mengatur tentang pengakrran
dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada DPA Perangkat Daerah Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya setiap tahun
anggararl.

Kepuhrsan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalarn Keputusan Bupati ini akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya""

Ditetapkan di PqIk Cahu
pada tanggal :T mber 2018
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f.
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?enrbnsn disampaikan kepadaYtfr :

1. Ketrra DPRD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu-
2. Pj. Selretaris Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
3- Inspektur Kabupaten di Puruk Cahu-
4- Kenala Desa Batu Mirau di Temmt-

RAYA,
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lfo. IIAUATJABATAT FOKOK JAEtrTA!5 DAI"AU PAISITIA
7 2 3
1. Buaati Muruns Rava Penanssurrs iawab
2. Wakil Bupati Muruns Rava Wakil Penanssuns ia$rab
3. Sekretaris Daemh Kabuoaten Munrne Rava Ketua Panitia MHA
4. Kepala Dinas Ling[ungan Hidup Kabupaten

Muruns Rava
Sekretaris

E Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabuuaten Muruns Rava

Wakil Sekretaris

6. Kepala tsapelitbansda l{abupaten Murun*t" Rava Anggota
7- Kepala Dinas Sosial Kabunaten Murune Rava Angsota
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Muruns Rava
Anggota

9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Muruns Raya

Anggota

10. Kepala Dinas Pemrrda Oiah Raga dan Parivrisata
Kabupaten Murunq Raya d

Anggota

11. Kepala Badan Kesbangrol Kabupaten Murung
Ra-va

Anggota

t2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekreteriat Daerah
Kabupatea Murtrng Rava

Anggota

13. Kepala Bagian Hukr:m Sekretariat Daerah',
Kabupaten Murung Raya

Anggota

t4- Camat Barito Tuhup Rava Anggota
15. Camat Laune Tuhun Anggota
16. Casrat Muruns Anggota
17. Camat Permata Intar: Anegota
18. Camat Seri.bu Riam Anggota
19. Camat Sumber Barito Anggota
24. Camat Sungai Babuat Anggota
21. Camat Tanah Siang Anesota
22. Camat Tanah Sians Selatan Anggota
23. Camat Uut Muru*s Anssata
24. Ketua Aliansi Masyaralrat Adat Nusantara

Kabupaten Munrns Rava
Anggoia

RAYA,
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SUST'ITAII TIU SEXRETARIAT PAITITIA UASYARAKA'T IIUKIIU ADA:r
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7 2 3

1.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Mr:rung Raya Ketua

r) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabuoaten Muruns Rava Wakil Ketua

{)- Kepala. Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya Anggota

4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupatea Mur.png
Raya Anggota

5.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Murulrs Rava Anggota

6. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah
Raga Kabuoaten Muruns Rava Anggota

7. Camat diseluruh Kabupaten Murung Raya Anggota

8. Tugas Pelaksana Sekretariat: \o

a. Melakr:kan :

1. Melakukan identifikasi Masyarakat
Hukum Adat.

2. Melakukan Verifikasi Masyarakat f{ukum
Adat. ! i

3. Melakukan Validasi masyaxakat Hukum
Adat.

4. Melakukan rapat koordinasi.
5. Melakukan Penetapan Masyarakat

Hukum Adat di kabupaten Murung Raya.

b. Melakukan :

1. Sosialisasi Pengakuan dan Perlindungan
Masyarakat Hukum Adat.

2. Penggalian Sejarah K<rmunitas dan asal
usul komunitas.

3. Pemetaan Hak Ulayat atau wilayah Adat;
4. Penggalian Keakrifan tokal.
5. Pengalian Peratuan Adat Hukum Adat

dan sangsi Adat.
6. Penggalian PranataAdat.
7. PenSnrsuaatl syarat-syarat Peaetapan

Masyarakat Hukurn Adat.
8. Mengusulkan penetapan Maryarakat

Hukum Adat.

c. Dalam hal melakukan Identilikasi
Masyarakat Hukum Adat bekeda sama
dengan Camat.



d. Dalam melakukan kegiat-in dapat
beherjasama dengan temkga swadaya
masyaraht yang diakui keberadaanrrya.

e. Hasil Kegiatan dilaporkan kepada Bupa.ti
Ikbupten Munrng Raya setiap tiga bulan
sekali.
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